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A. Kesimpulan

Di dalam BAB V ini, penulis akan menyimpulkan jawaban atas pertanyaan
hukum yang telah dinyatakan di dalam BAB 1. Pertama, sebenarnya Pasal 35
CISG telah mengatur secara tersirat mengenai non-physical conformity. Hal ini
terbukti melalui pendapat para ahli, seperti Peter Huber, Alastair Mullis, Peter
Schlechtriem, Ingeborg Schwenzer, dan sebagainya yang menyatakan bahwa
Pasal 35 akan meliputi juga persoalan mengenai kesesuaian produk dari aspek
non-fisiknya. Penulis sendiri cukup sependapat dengan para ahli tersebut. Hal
ini dikarenakan tentu kualitas yang dihendaki oleh pembeli tidak sekedar
kualitas dari aspek yang térlihat secara fisik, namun juga aspek non-fisiknya
apalagi apabila telah dimuat secara eksplisit di dalam kontrak.

Alasan yang lain adalah di dalam Pasal 35(2) CISG, agar suatu produk
dikatagorikan sebagai conforming goods, produk harus juga sesuai dengan
fungsi yang secara khusus diberitahukan oleh pembeli tidak sekedar fungsi
produk secara umum. Di dalam kasus non-physical non-conformity, adakalanya
produk akan dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi pada umumnya, namun
tidak sesuai dengan fungsi khusus yang dimintakan oleh pembeli. Tentu akan
menjadi tidak adil apabila pembeli yang telah membeli produk dengan harapan
tertentu hanya mendapatkan produk yang sesuai dengan fungsi yang umum,
padahal pembeli memiliki ekspektasi tertentu. Oleh karena alasan-alasan ini,
maka penulis sependapat dengan para ahli bahwa Pasal 35 CISG cukup untuk
mengakomodasi bahwa kesesuaian produk tidak hanya meliputi aspek fisik,
namun juga aspek non-fisik.

Di dalam masalah yang kedua, penulis akan membahas mengenai ukuran
yang digunakan di luar Pasal 35 CISG untuk menyatakan kesesuaian produk.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kita dapat menggunakan
UNGC dan ISO dalam menentukan kesesuaian produk dari aspek non-fisiknya.

Secara garis besar berdasarkan UNGC, ukurannya akan menyangkut mengenai
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persoalan lingkungan hidup, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan korupsi.
Sedangkan ISO lebih menekankan bahwa perusahaan harus merencanakan,
melakukan, mengevaluasi tindakan tersebut dan terakhir memperbaiki tindakan
yang telah dilakukan dalam hal ada ketidaksesuaian.

Manfaat dari dibahasnya UNGC dan ISO di dalam penelitian ini adalah
untuk menyarankan kepada para pengusaha untuk menggunakan kedua
instrumen ini di dalam kontrak jual beli produk secara internasional yang
mereka adakan. Penggunaannya dapat dilakukan sebagai referensi baku yang
mengikat secara hukum karena disepakati oleh para pihak di dalam suatu
klausul di dalam perjanjian, atau sebagai referensi tambahan yang dapat dirujuk
ketika terdapat suatu hal yang diatur oleh kedua instrumen tersebut belum diatur
secara spesifik di dalam kontrak. Untuk hal yang kedua ini, secara faktual para
pihak harus pula sepakat bahwa kedua instrumen tersebut hanyalah sel;agai
referensi yang tidak mengikat secara hukum.

Apabila seller dan buyer tidak mau merujuk pada kedua instrumen ini di
dalam kontrak sekalipun, mereka tetap dapat menggunakannya sebagai rujukan
ketika terjadi suatu non-physical non-comnformity. Caranya adalah dengan
tunduk kepada UNGC dan tersertifikasi dengan ISO, dimana kedua instrumen
tersebut merupakan standar internasional yang diakui oleh banyak perusahaan
di dunia di dalam proses produksi dan manajemen kualitas suatu produk.

Cara ini juga dapat diberlakukan untuk mencegah persoalan gugatan akibat
ketidaksesuaian produk dari pihak ketiga kepada seller yang mungkin tidak
lahir dari hubungan kontraktual. Apabila sel/ler mau tunduk terhadap ketentuan
di dalam UNGC dan tersertifikasi dengan ISO di dalam memproduksi produk
yang dimilikinya, tentu gugatan atas dasar non-physical non-conformity akan
dapat diminimalisir. Karena itulah, sebaiknya UNGC dan ISO sccara sadar
dipatuhi oleh para pengusaha.

Masalah yang terakhir, penulis membahas mengenai bentuk
pertanggungjawaban hukum yang dapat diperoleh seller, buyer, dan pihak
ketiga dalam hal terdapat non-physical non-conformity. Untuk seller, mereka

akan dibebaskan dari tanggungjawab hukum manakala buyer terlambat

165



memeriksa produk yang mereka terima (Pasal 38 CISG) dan buyer terlambat
memberitahukan ketidaksesuaiannya kepada seller (Pasal 39 CISG). Meski
demikian, terdapat sedikit pembedaan antara pertanggungjawaban hukum untuk
non-physical non-conformity dan physical non-conformity. Letak pembedanya
adalah dalam jangka waktu untuk melakukan pengecekan dan pemberitahuan
ketidaksesuaian. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan
pemberitahuan untuk kasus non-physical non-conformity tentu akan lebih lama
karena dibutuhkan keahlian yang lebih tinggi. Meski demikian permasalahan
mengenai kapankah waktu yang dianggap tepat untuk melakukan pengecekan
dan pemberitahuan tetap akan diputus secara kasuistis.

Sedangkan buyer, di dalam CISG mereka diberi hak untuk menuntut
kinerja tertentu dari seller (Pasal 46 CISG), mengakhiri kontrak (Pasal 25, 49,
dan 72 CISG), pengurangan harga (Pasal 50 CISG), dan ganti kerugian (Pasal
74-76 CISG). Meski demikian, menurut penulis hanya pengakhiran kontrak,
pengurangan harga dan ganti kerugian yang masih cocok digunakan di dalam
kasus non-physical non-conformity.

Terakhir, untuk pihak ketiga, pertanggungjawaban hukum yang dapat
dimintakan oleh pihak ketiga terhadap seller akan bergantung dari isi kontrak.
Apabila tidak ada, maka mereka dapat menggunakan metode HPI untuk
menentukan hukum mana yang harus diberlakukan untuk kontrak mereka. Bisa
merujuk pada asas-asas seperti lex loci contractus, lex loci solutionis, aliran
multilateral, dan the most characteristic connection theory. Namun menurut
penulis., cara yang paling sesuai untuk menyelesaikan persoalan adalah dengan
menggunakan aliran multilateral dengan menentukan titik taut yang paling
banyak dari suatu kasus terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan aliran multilateral
akan menjaga keselarasan penyelesaian persoalan. Apapun forum yang dipilih
oleh para pihak, apabila hakim atau arbiter menggunakan aliran ini, maka
hasilnya akan sama. Meski demikian aliran ini tidaklah sempurna. Adakalanya
suatu kasus memiliki jumlah titik taut terhadap dua negara yang sama. Bila
kasus semacam itu yang terjadi, maka menurut penulis hakim dapat

menggunakan the most characteristic connection theory. Tetapi dalam
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menentukan hukum negara yang hubungannya paling dekat, hakim harus
bersikap seobjektif mungkin. Pendapat penulis ini juga didukung oleh Pasal 4(c)
Rome II Regulation yang memprioritaskan penerapan hukum yang memiliki

hubungan yang secara nyata lebih dekat dalam menyelesaikan kasus..

. Saran

Menurut penulis, isi Pasal 35 CISG sudah cukup efektif untuk meliputi
persoalan mengenai non-physical non-conformity meskipun tidak secara
eksplisit disebutkan, sehingga dapat dibiarkan seperti yang sudah ada saat ini.
Sedangkan untuk persoalan pertanggungjawaban hukumnya, penulis cukup
memahami bahwa belum semua perusahaan sekarang ini dapat diwajibkan
untuk terikat pada ketentuan yang terdapat di dalam UNGC dan ISO. Meski
demikian, karena dua instrumen ini sudah cukup dikenal dan diakui secara
internasional, maka ada baiknya setiap kontrak dirancang sedapat mungkin
untuk mematuhi kedua instrumen tersebut dan harapannya dalam beberapa
tahun kedepan kedua instrumen ini dapat dibuat mengikat secara hukum apabila
memang sudah ada kesadaran dari masyarakat secara internasional untuk
menjadikan kedua instrumen ini sebagai misalnya konvensi internasional.

Terakhir, menurut penulis meskipun CISG adalah hukum yang mengatur
persoalan hukum di antara para pihak yang terikat kontrak, ada baiknya kontrak
tetap memikirkan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Maka mungkin suatu
saat persoalan mengenai tanggung jawab terhadap pihak ketiga karena kontrak
perlu diatur dengan jelas. Meski demikian, sejauh ini kita masih dapat
bergantung pada metode yang ditawarkan oleh IIPI dalam menyelesaikan

kasus-kasus yang ada.
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